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Abstract 
Increasing population in Indonesia spur increased demand for rice. On the other hand, 
national rice production as a rice-producing commodity is not optimal due to limited capital 
owned by farmers and the number of damaged irrigation infrastructures. This has an impact 
on the farmers' incomes that are less than optimal and the high poverty rate in rural areas 
requires public policy in the form of government expenditures, one of which is rolled out 
through the national program of Special Efforts (UPSUS) for Increasing Rice Production. 
This study aims to determine the effect of UPSUS funds directly or indirectly to rural poverty 
in the western and eastern regions of Indonesia. Using path analysis, the findings of the 
study indicate that the direct impact of the program on poverty is apparent in the eastern 
region with a positive coefficient. Meanwhile, the indirect effect of program funds on rural 
poverty through rice production and GDP of the food crops sub-sector shows positive values 
both in the west and east. As well as the indirect effect of program funds on poverty through 
rice production occurs only in the eastern region by showing negative coefficients. 
 
Keywords: Government Expenditure, Rural Poverty, UPSUS PAJALE 
JEL Classification:H5, Q180 
1. PENDAHULUAN 
 Todaro & Smith (2011) berpen-
dapat bahwa kebijakan dalam menga-
tasi kemiskinan seharusnya lebih di-
arahkan untuk membangun perdesaan 
pada umumnya dan sektor pertanian 
pada khususnya karena banyaknya 
jumlah orang miskin yang hidup di ka-
wasan perdesaan. Sejalan dengan hal 
tersebut Mubyarto (1983) mengung-
kapkan bahwa pembangunan pertanian 
di Indonesia harus diartikan sebagai 
pembaruan penataan pertanian sebagai 
upaya mengatasi kemiskinan atau me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat 
yang kurang beruntung di perdesaan 
melalui maksimalisasi sumberdaya u-
tama pembangunan pertanian. 
 Menurut Saputra (2014) dan 
Suman & Yustika (1996) dunia sedang 
dihadapkan pada tantangan global 
yang harus dihadapi setiap negara, di-
mana saat ini peran sektor manufaktur 
semakin dominan, namun seharusnya 
tetap memperhatikan sektor pertanian 
karena sektor ini diyakini mampu me-
ngatasi kemiskinan. 
 Berdasarkan data Divisi Kepen-
dudukan PBB, pada tahun 2017 Indo-
nesia tercatat berada pada peringkat 4 
(empat) negara dengan jumlah pen-
duduk terbesar di dunia setelah Cina, 
India dan Amerika Serikat. Dengan la-
ju pertumbuhan penduduk sebesar 
1,36 per tahun, menyebabkan kebutu-
han akan beras sebagai bahan pangan 
pokok penduduk Indonesia semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi 
lain produksi padi nasional sebagai 
komoditas penghasil beras belum op-
timal sebagai akibat keterbatasan per-
modalan yang dimiliki petani dan ba-
nyaknya prasarana jaringan irigasi 
yang mengalami kerusakan. Produksi 
yang kurang optimal menyebabkan 
pendapatan yang diterima juga rendah 
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sehingga menjadi penyebab mengapa 
petani selalu berada dalam lingkaran 
kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia 
didominasi oleh kemiskinan di daerah 
perdesaan. Data Badan Pusat Statistik 
(BPS) 2015 menunjukkan bahwa 
penduduk miskin di perdesaan sebesar 
14,21%, sedangkan di perkotaan 
sebesar 8.29% dari jumlah penduduk 
nasional. 
 Rumah tangga miskin di perde-
saan didominasi penduduk dengan ke-
pala rumah tangga yang bekerja di 
sektor pertanian sebesar 60%. Pekerja 
sektor pertanian di Indonesia memiliki 
kecenderungan lebih tinggi untuk di-
kategorikan sebagai pekerja miskin di-
bandingkan sektor lain karena kegia-
tannya masih banyak yang dilakukan 
secara tradisional (Pratomo, Saputra, 
& Shofwan, 2015). Hal ini menunjuk-
kan sektor pertanian merupakan sektor 
yang sangat rentan terhadap resiko ke-
miskinan dibandingkan sektor lainnya. 
Peningkatan produktivitas sektor per-
tanian dan peningkatan kesejahteraan 
petani menjadi peran penting dalam 
mengatasi masalah kemiskinan. Inter-
vensi sektor pertanian diklaim memili-
ki pengaruh serius terhadap pengura-
ngan kemiskinan (Timmer, 2004). Da-
lam rangka mengatasi masalah kemis-
kinan terutama di perdesaan, salah sa-
tu upaya pemerintah adalah melalui a-
lokasi belanja bidang pertanian yang 
diharapkan mampu memacu produk-
tivitas dan menurunkan kemiskinan. 
 Salah satu gebrakan di era pe-
merintahan Presiden Joko Widodo pa-
da bidang pertanian dalam rangka me-
ningkatkan produksi padi nasional a-
dalah program Upaya Khusus (UP-
SUS) Peningkatan Produksi Padi yang 
merupakan bagian dari program nasi-
onal Upaya Khusus Peningkatan Pro-
duksi Padi, Jagung dan Kedelai (UP-
SUS PAJALE) yang diluncurkan me-
lalui Kementerian Pertanian pada 
2015 dan ditargetkan tercapai pada 
2017. Dengan dukungan anggaran dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara (APBN) melalui dana dekonsen-
trasi dan tugas pembantuan, pelaksa-
naan program nasional ini selain dapat 
memacu peningkatan produksi padi, 
diharapkan juga mampu mengatasi 
permasalahan kemiskinan yang diha-
dapi negara kita, terutama kemiskinan 
di perdesaan. 
 Keberhasilan pembangunan per-
tanian di Indonesia pada orde baru 
ditandai dengan tercapainya swasem-
bada pangan nasional, di mana sebe-
lumnya kita dikenal sebagai negara 
pengimpor beras. Pada masa itu ting-
kat kemiskinan di Indonesia menurun 
drastis, baik di perdesaan maupun per-
kotaan karena pertumbuhan ekonomi 
yang cukup kuat dan adanya program 
pembangunan yang dilaksanakan seca-
ra terpadu. Pada era reformasi, pemba-
ngunan pertanian cenderung mengala-
mi kemunduran, dan kemiskinan me-
ningkat sebagai akibat krisis finansial 
asia pada 1997-1998. Kini pemerintah 
berupaya keras mengulang kembali 
keberhasilan pada masa orde baru da-
lam hal pembangunan pertanian. 
 
Tabel 1. Produksi Padi Wilayah Barat dan 
Timur Indonesia Tahun 2015 
Wilayah Produksi Padi  
(Ribu Ton) 
I. Barat 
- Jawa Timur 
- Jawa Barat 
- Jawa Tengah 
- Kep Bangka Belitung 
- Kep. Riau 
- Rata-rata 
II. Timur 
- Sulawesi Selatan 
- NTB 
- Kalimantan Selatan 
- Maluku Utara 
- Papua Barat 
- Rata-rata 
 
13.154 
11.373 
11.301 
27 
0,96 
3.636 
 
5.471 
2.417 
2.140 
75 
30 
1.012 
Ket : 3 provinsi dengan nilai tertinggi dan 2 
nilai terendah di masing-masing wilayah. 
Sumber : BPS 
 
 Tabel 1 menunjukkan bahwa di 
wilayah barat, 3 (provinsi) dengan 
produksi padi tertinggi berada di pulau  
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Jawa. Sedangkan pada wilayah barat 
provinsi dengan produksi padi terbesar 
tersebar baik di pulau Sulawesi, Ka-
limantan maupun Nusa Tenggara. Pro-
duksi padi rata-rata di wilayah barat 
menunjukkan angka lebih tinggi di-
bandingkan wilayah timur.   
 
Tabel 2. Kemiskinan Perdesaan Wilayah Barat 
dan Timur Indonesia Tahun 2015 
Wilayah Kemiskinan 
Perdesaan (%) 
I. Barat 
- Aceh 
- Bengkulu 
- Jawa Timur 
- Bangka Belitung 
- Bali 
- Rata-rata 
II. Timur 
- Papua Barat 
- Papua 
- Maluku 
- Kalimantan Tengah 
- Kalimantan Selatan 
- Rata-rata 
 
19.56 
16.71 
15.84 
6.83 
6.42 
11.88 
 
37.94 
37.34 
26.70 
6.02 
5.06 
16.73 
Ket: 3 provinsi dengan nilai tertinggi dan 2 
provinsi dengan nilai terendah di masing 
masing wilyah 
Sumber : BPS 
 
 Tabel 2 menunjukkan bahwa ra-
ta-rata kemiskinan perdesaan di wila-
yah timur jauh lebih tinggi diban-
dingkan wilayah barat. Kemiskinan 
tertinggi di wilayah barat didominasi 
provinsi di Sumatra, sedangkan di wi-
layah timur 2 (dua) provinsi dengan 
kemiskinan tertinggi berada di Papua. 
Kemiskinan yang masih tinggi meng-
indikasikan perlunya campur tangan 
pemerintah untuk mengatasinya mela-
lui pengeluaran atau belanjanya.  
 Banyak studi telah dilakukan un-
tuk menyelidiki pengaruh belanja pe-
merintah di bidang pertanian terhadap 
kemiskinan. Studi yang dilakukan 
Fan, Jitsuchon, & Methakunnavut 
(2004); Omari & Muturi (2016), serta 
Udofia & Essang (2015) secara umum 
menunjukkan hasil bahwa pengeluaran 
pemerintah pada sektor pertanian ber-
pengaruh terhadap penurunan tingkat 
kemiskinan. Hal tersebut yang men-
jadikan penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang penga-
ruh program ini sebagai implementasi 
pengeluaran pemerintah secara nyata 
di sektor pertanian untuk dapat meng-
urangi tingkat kemiskinan terutama di 
perdesaan. 
 Studi dilakukan dengan menge-
lompokkan provinsi di seluruh nusan-
tara kedalam 2 (dua) wilayah geogra-
fis yaitu wilayah barat dan timur In-
donesia. Pengelompokan didasarkan 
atas potensi komoditas padi pada ma-
sing-masing wilayah, dimana wilayah 
barat merupakan wilayah dengan pro-
duksi padi tergolong tinggi, sedangkan 
wilayah timur adalah sebaliknya. Hal 
ini dilakukan untuk mengetahui ada-
nya perbedaan pengaruh pada masing-
masing kelompok wilayah mengingat 
perbedaan kondisi geografis dan po-
tensi komoditas padi di wilayah ter-
sebut, sehingga menjadi menarik un-
tuk diteliti agar pemerintah menge-
tahui apakah program ini dapat berpe-
ngaruh terhadap produksi padi dan ke-
miskinan perdesaan baik di wilayah 
barat maupun timur.  
 Berdasarkan uraian latar bela-
kang di atas, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk me-
ngetahui pengaruh dana UPSUS Pe-
ningkatan Produksi Padi secara lang-
sung maupun tidak langsung terhadap 
tingkat kemiskinan perdesaan di wila-
yah barat dan timur Indonesia. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HI-
POTESIS 
 Sumber legitimasi pandangan 
kaum Keynesian akan relevansi cam-
pur tangan pemerintah dalam pere-
konomian melalui pengeluarannya di-
tuangkan dalam teori Keynes identitas 
keseimbangan pendapatan nasional Y 
= C + I + G + X - M. Pemerintah perlu 
menghindari agar peningkatan peran-
nya dalam perekonomian agar tidak 
melemahkan kegiatan pihak swasta. 
Hubungan antara pengeluaran peme-
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rintah dengan tingkat pertumbuhan e-
konomi telah lama diselidiki para ahli 
ekonomi publik semenjak mereka me-
nyadari peran penting pengeluaran 
pemerintah. 
 Anggaran sektor pertanian me-
miliki pengaruh terhadap produksi 
pertanian, seperti halnya hasil studi 
Adofu, Abula, & Agama (2012) me-
nunjukkan bahwa alokasi anggaran 
sektor pertanian dengan total produksi 
pertanian memiliki hubungan positif,  
dimana semakin besar belanja publik 
untuk sektor pertanian, semakin ba-
nyak perbaikan kinerja sektor pertani-
an, sehingga alokasi anggaran untuk 
pertanian memiliki berpengaruh besar 
terhadap hasil pertanian. Hasil serupa 
juga ditunjukkan Fan, Hazell, & Tho-
rat (2000) dan Xu & Zhang (2011)  
dimana pengeluaran pemerintah di bi-
dang pertanian berperan menghasilkan 
pertumbuhan produktivitas pertanian, 
yang berarti pertumbuhan pengeluaran 
pertanian publik merupakan prasyarat 
penting untuk meningkatkan produksi 
pertanian. 
 Bentuk hubungan negatif antara 
anggaran belanja pemerintah dengan 
kemiskinan ditunjukkan oleh ekonom 
aliran Keynesian. Upaya pengentasan 
kemiskinan sangat membutuhkan pe-
ran pemerintah, sesuai dengan pera-
nannya yaitu peran alokasi, distribusi, 
dan stabilisasi. Peran tersebut harus 
dilaksanakan dengan baik untuk me-
nyelesaikan permasalahan kemiskinan. 
Anggaran yang dikeluarkan pemerin-
tah untuk kemiskinan dapat menjadi 
stimulus dalam menurunkan jumlah 
penduduk miskin. Udofia & Essang 
(2015) menunjukkan bahwa pengelu-
aran di sektor pertanian meningkatkan 
output pertanian, yang kemudian akan 
mengurangi tingkat kemiskinan (seba-
gaimana terbukti dalam hubungan an-
tara output pertanian dan tingkat ke-
miskinan). Sementara itu Labintan 
(2010) menunjukkan bahwa kurang-
nya belanja pertanian menimbulkan 
ketidakmampuan stok tanaman pa-
ngan, kekurangan sistem konservasi 
tanaman yang kemudian berdampak 
pada cepatnya peningkatan jumlah 
penduduk miskin. 
 Produksi pertanian sangat ter-
gantung pada faktor produksi yang di-
gunakan. Petani perlu memperhatikan 
efisiensi produksi untuk dapat me-
ningkatkan pendapatannya untuk men-
capai kesejahteraan yang diharapkan. 
Peningkatan produksi pertanian akan 
membawa peningkatan pada kesejah-
teraan petani, seperti halnya Jayadi 
(2012) menyatakan bahwa pening-
katan output sektor pertanian akan 
meningkatkan kesejahteraan petani. 
Wahed (2015) juga menyimpulkan 
bahwa produksi usahatani memiliki 
hubungan positif terhadap kesejahtera-
an petani yang diproksi melalui Nilai 
Tukar Petani (NTP).  
 Kemiskinan pada sektor pertani-
an salah satunya disebabkan produk-
tivitas yang rendah. Kunci penting 
produktivitas yang tinggi adalah pada 
penguasaan teknologi dan manajemen 
usahatani yang baik. Hubungan pro-
duktivitas pertanian dan kemiskinan 
ditunjukkan oleh studi yang pernah di-
lakukan Khan & Shah (2012), dimana 
peningkatan produktivitas yang diiri-
ngi dengan peningkatan produksi per-
tanian dapat menurunkan kemiskinan 
melalui peningkatan pendapatan seba-
gai akibat peningkatan produktivitas 
dan produksi pertanian. Sejalan de-
ngan hal tersebut, Tambunan (2009) 
menunjukkan bahwa pertumbuhan 
output (produktivitas) dan kenaikan 
tingkat upah merupakan jalur utama di 
mana kinerja pertanian dapat mempe-
ngaruhi kemiskinan.  
 Pada hubungan antara PDRB 
dan kemiskinan, Ponto, Kumenaung, 
& Wauran, (2015) menunjukkan bah-
wa adanya PDRB sektor pertanian 
yang rendah maka tingkat kemiskinan 
meningkat atau jika sektor pertanian 
tinggi maka kemiskinan akan menu-
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run, sehingga satu-satunya cara me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat 
yang hidup di sektor pertanian yaitu 
dengan meningkatkan produksi perta-
nian atau dengan meningkatkan harga 
yang diterima atas produk yang diha-
silkan. Pertumbuhan output di sektor 
pertanian memiliki dampak yang lebih 
besar pada perubahan kemiskinan bila 
dibandingkan dengan sektor manufak-
tur (Tambunan, 2009). 
 Pembangunan pertanian diharap-
kan lebih dititikberatkan pada pening-
katan kesejahteraan petani sehingga 
dapat menurunkan angka kemiskinan 
terutama di perdesaan. Hubungan an-
tara kesejahteraan petani dan kemis-
kinan ditunjukkan  Jayadi (2012) yang 
menunjukkan bahwa provinsi dengan 
basis non pertanian membuktikan bah-
wa indeks NTP sebagai proksi kese-
jahteraan petani tidak mempengaruhi 
tingkat kemiskinan dalam jangka pen-
dek. 
 Penelitian ini akan menghasil-
kan kesimpulan apakah program na-
sional yang dicanangkan pemerintah 
sejak tahun 2015 ini dapat berpe-
ngaruh langsung terhadap kemiskinan 
perdesaan maupun melalui variabel 
produksi padi, PDRB subsektor tana-
man pangan maupun kesejahteraan pe-
tani. Hipotesis yang dapat diajukan 
adalah : 
1) Dana UPSUS Peningkatan Pro-
duksi Padi diduga memiliki pe-
ngaruh langsung yang positif dan 
signifikan terhadap produksi padi 
di wilayah barat dan timur Indo-
nesia. 
2) Dana UPSUS Peningkatan Pro-
duksi Padi diduga memiliki pe-
ngaruh langsung yang negatif dan 
signifikan terhadap kemiskinan 
perdesaan di wilayah barat dan 
timur Indonesia. 
3) Produksi padi diduga memiliki 
pengaruh langsung yang positif 
dan signifikan terhadap kesejah-
teraan petani di wilayah barat dan 
timur Indonesia. 
4) Produksi padi diduga memiliki 
pengaruh langsung yang positif 
dan signifikan terhadap PDRB 
sektor pertanian di wilayah barat 
dan timur Indonesia. 
5) Produksi padi diduga memiliki 
pengaruh langsung yang negatif 
dan signifikan terhadap kemiskin-
an perdesaan di wilayah barat dan 
timur Indonesia. 
6) Kesejahteraan petani diduga me-
miliki pengaruh langsung yang 
negatif dan signifikan terhadap 
kemiskinan perdesaan di wilayah 
barat dan timur Indonesia. 
7) PDRB subsektor tanaman pangan 
diduga memiliki pengaruh lang-
sung yang negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan perdesaan di 
wilayah barat dan timur Indo-
nesia. 
8) Dana UPSUS Peningkatan Pro-
duksi Padi diduga memiliki pe-
ngaruh secara tidak langsung yang 
negatif dan signifikan terhadap 
kemiskinan perdesaan melalui 
produksi padi di wilayah barat 
dan timur Indonesia. 
9) Dana UPSUS Peningkatan Pro-
duksi Padi diduga memiliki pe-
ngaruh secara tidak langsung yang 
negatif dan signifikan terhadap 
kemiskinan perdesaan melalui 
produksi padi dan kesejahteraan 
petani 
10) Dana UPSUS Peningkatan Pro-
duksi Padi diduga memiliki pe-
ngaruh tidak langsung yang ne-
gatif dan signifikan terhadap ke-
miskinan perdesaan melalui pro-
duksi padi dan PDRB subsektor 
tanaman pangan. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pen-
dekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi 
penelitian sebanyak 33 (tiga puluh ti-
ga) provinsi di Indonesia, provinsi 
JIEP-Vol. 18, No 1, Maret 2018 
ISSN (P) 1412-2200   E-ISSN 2548-1851 
19 
 
DKI Jakarta tidak menjadi lokasi pe-
nelitian karena sektor pertanian di pro-
vinsi tersebut tidak dominan dalam pe-
rekonomian. Data yang digunakan me-
rupakan data tahun 2015 dan 2016. 
Penelitian ini membagi 2 (dua) kelo-
mpok wilayah yaitu 16 (enam belas) 
provinsi di wilayah barat (Sumatera, 
Jawa dan Bali) dan 17 (tujuh belas) 
provinsi di wilayah timur Indonesia 
(Sulawesi, Kalimantan, Nusa Teng-
gara, Maluku dan Papua). Pembagian 
tersebut didasarkan atas karakteristik 
potensi sektor pertanian tanaman pa-
ngan terutama padi.  
Data diperoleh dari BPS, Direk-
torat Jenderal Tanaman Pangan Ke-
menterian Pertanian dan Direktorat 
Jenderal Anggaran Kementerian Keu-
angan. Data yang digunakan untuk va-
riabel bebas adalah belanja pemerintah 
sektor pertanian yaitu berupa dana 
UPSUS Peningkatan Produksi Padi 
pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di 
Indonesia, sedangkan data variabel te-
rikat adalah rasio penduduk miskin 
perdesaan, sedangkan variabel antara 
menggunakan data produksi padi, ra-
sio PDRB subsektor tanaman pangan 
dan Nilai Tukar Petani (NTP). 
Dalam penelitian ini, analisis da-
ta menggunakan diagram jalur (path 
analysis) untuk mengetahui pengaruh 
langsung dan tidak langsung antar va-
riabel dalam penelitian. Ketika regresi 
berganda tidak dapat menyelesaikan 
hubungan antar variabel yang kom-
pleks, maka analisis jalur dapat digu-
nakan (Gudono, 2012). Model hubu-
ngan antar variabel baik di wilayah 
barat maupun timur dapat digambar-
kan sebagai berikut. 
Pengaruh langsung ditunjuk-
kan oleh koefisien jalur (P) antara va-
riabel bebas dan terikat. Sementara itu 
pengaruh tidak langsung diperoleh da-
ri hasil kali pengaruh langsung antara 
variabel bebas terhadap variabel pe-
rantara dan pengaruh langsung antara 
variabel perantara terhadap variabel 
bebas (Riduwan & Kuncoro, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Diagram Analisis Jalur 
 
Keterangan :  
X1 : Dana UPSUS Peningkatan 
Produksi Padi  
Y1 : Produksi Padi  
Y2 : Kesejahteraan Petani  
Y3 : PDRB Subsektor Tanaman 
Pangan  
Y4 : Kemiskinan Perdesaan 
e : residual 
P : Koefisien jalur 
 
Dari gambar 1, dapat dirumus-
kan persamaan substruktur sebagai be-
rikut: 
1) Substruktur 1 menyatakan penga-
ruh langsung dana UPSUS Padi 
(X1) ke Produksi Padi (Y1). 
 
Y1 = Px1y1  X1 + ε1 
 
2) Substruktur 2 menyatakan penga-
ruh langsung dari Produksi Padi 
(Y1) ke Kesejahteraan Petani (Y2) 
 
Y2 = Py1y2 Y1 + ε2 
 
3) Substruktur 3 menyatakan penga-
ruh langsung Produksi Padi (Y1) 
ke PDRB Subsektor Tanaman 
Pangan (Y3) 
 
Y3 = Py1y3 Y1 + ε3 
 
4) Substruktur 4 menyatakan penga-
ruh langsung UPSUS Padi (X1), 
Produksi Padi (Y1), Kesejahteraan 
Petani (Y2) dan PDRB Subsektor 
ε4 
Px1y4 
X
1 
Y1 
Y3 
Y2 
Y4 
Px1y1 
Py1y3 
Py1y2 
Py1y4 
Py3y4 
Py2y4 
ε1 
ε3 
ε2 
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Tanaman Pangan (Y3) ke Kemis-
kinan Perdesaan (Y4)  
 
Y4 = Px1y4 X1 + Py1y4 Y1 + Py2y4 Y2 + Py3y4 
Y3 + ε4 
 
5) Substruktur 5 menyatakan penga-
ruh tidak langsung UPSUS Padi 
(X1) terhadap Kemiskinan Perde-
saan (Y4) melalui Produksi Padi 
(Y1) 
 
Y4 = (Px1y1 X1 x Py1y4 Y1) +  ε4 
 
6) Substruktur 6 menyatakan penga-
ruh tidak langsung UPSUS Padi 
(X1) terhadap Kemiskinan Perde-
saan (Y4) melalui Produksi Padi 
(Y1) dan Kesejahteraan Petani 
(Y2) 
 
Y4 = (Px1y1 X1 x Py1y2 Y1 x Py2y4 Y2) +  ε4 
 
7) Substruktur 7 menyatakan penga-
ruh tidak langsung UPSUS Padi 
(X1) terhadap Kemiskinan Perde-
saan (Y4) melalui Produksi Padi 
(Y1) dan PDRB Subsektor Tana-
man Pangan (Y3) 
Y4 = (Px1y1 X1 x Py1y2 Y1 x Py3y4 Y3) +  ε4 
 
Uji hipotesis dilakukan dengan 
melihat signifikansi pada uji t atau 
nilai sig (p value). Nilai uji t merujuk 
pada nilai critical ratio (CR) yang 
diperoleh dari hasil regresi. Berikut 
rumusan hipotesis:  
 
H0 = variabel independen secara signifikan 
tak memiliki pengaruh parsial terhadap 
dependen  
H1 = variabel independen secara signifikan 
memiliki pengaruh parsial terhadap 
dependen  
 
Jika nilai thitung > ttabel , maka H0 di-
tolak H1 diterima (maka ada pengaruh 
signifikan pada jalur terpilih ) dan 
demikian sebaliknya. Atau dengan 
melihat nilai sig (p value). Jika nilai 
sig.( p value) < α , H0 ditolak H1 
diterima (maka ada pengaruh signifi-
kan pada jalur terpilih) dan demikian 
pula sebaliknya (Sarwono, 2012). 
4. ANALISIS DATA DAN PEM-
BAHASAN 
Data dianalisis menggunakan 
perangkat lunak SPSS 20. Sebelum di-
lakukan analisis jalur, dilakukan uji 
beda dan uji asumsi klasik. Uji beda 
dilakukan untuk mengetahui apakah  
pengelompokan provinsi di masing-
masing wilayah berdasarkan kategori 
tingkat produksi padi memiliki rata-
rata yang sama atau tidak secara sta-
tistik, sedangkan uji asumsi klasik 
yang dilakukan terdiri dari uji nor-
malitas, heterokedastisitas dan multi-
kolinearitas. Hasil uji beda dengan 
independent sample t test menunjuk-
kan nilai signifikansi pada kedua wila-
yah < 0,05, sehingga dapat disimpul-
kan bahwa H0 ditolak. Hal ini berarti 
rata-rata tingkat produksi padi di wila-
yah barat dan timur Indonesia tidak 
sama atau terdapat perbedaan rata-rata 
antara kedua kelompok wilayah. 
Hasil uji normalitas mengguna-
kan Kolmogorov-Smirnov (KS) me-
nunjukkan probabilitas > 0,01 yang 
berarti residualnya terdistribusi nor-
mal. Uji heterokedastisitas mengguna-
kan uji Glejser dengan signifikansi 1 
%, dimana semua hasil uji t dari 
regresi absolut residual oleh variabel 
bebas menunjukkan nilai > 0,01 yang 
artinya tidak terjadi heterokedastisitas. 
Yang terakhir uji multikolinearitas 
semuanya menunjukkan nilai VIF di-
bawah 10,0 yang berarti semua vari-
abel eksogen terbebas dari masalah 
multikolinearitas. Hasil analisis pola 
pengaruh langsung maupun tidak 
langsung melalui pengujian hipotesis 
di wilayah barat dan timur (gambar 2). 
Pada gambar 2 tampak bahwa 
pada wilayah barat, dana program ber-
pengaruh secara nyata terhadap kemis-
kinan perdesaan (ditunjukkan oleh pa-
nah bercetak tebal) berada pada jalur 
pengaruh tidak langsung melalui pro-
duksi padi dan PDRB subsektor tana-
man pangan dengan nilai sebesar 
0,300. 
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Keterangan : 
Angka cetak miring  = koefisien jalur 
       = pola pengaruh nyata 
       = pola pengaruh tidak 
nyata 
Gambar 2. Pola Pengaruh Peubah  
Diagram Jalur di Wilayah Barat Indonesia 
 
Sedangkan gambar 3 menunjuk-
kan tiga jalur pola pengaruh dana pro-
gram terhadap kemiskinan perdesaan 
secara nyata di wilayah timur (ditun-
jukkan pula oleh panah bercetak tebal) 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Jalur pengaruh langsung 
menunjukkan nilai 0,258, jalur penga-
ruh tidak langsung melalui produksi 
padi dan PDRB subsektor tanaman pa-
ngan menunjukkan koefisien sebesar 
0,213. Namun dominasi variabel ter-
besar berada pada jalur pengaruh tidak 
langsung melalui produksi padi de-
ngan koefisien tertinggi yaitu sebesar 
0,548. 
Gambaran Umum Obyek Penelitian 
Program UPSUS Peningkatan 
Produksi Padi yang dilaksanakan pe-
merintah sejak tahun 2015 menunjuk-
kan hasil yang cukup menggembira-
kan, produksi padi secara nasional 
meningkat sebesar 6,42% di tahun 
2015 (tertinggi dalam kurun waktu 5 
tahun terakhir) dan sebesar 5,01% di 
tahun 2016. Rata-rata peningkatan 
produksi padi di wilayah barat sebesar 
5,76%, dimana peningkatan tertinggi 
di provinsi Jambi yang mencapai 
52,18%, sedangkan yang terendah di 
Kepulauan Riau dengan penurunan 
produksi sebesar 32,95%. Walaupun 
Jambi merupakan provinsi dengan 
jumlah produksi yang jauh berada 
dibawah rata-rata produksi wilayah 
Barat, namun provinsi ini mampu me-
nunjukkan prestasi yang patut men-
dapatkan apresiasi, dimana pening-
katan produksinya mencapai lebih dari 
50%. Di sisi lain Jawa Timur sebagai 
produsen padi terbesar nasional hanya 
mampu meningkatkan produksinya se-
besar 2,93%, sedangkan Jawa Tengah 
sebagai produsen terbesar ketiga justru 
terjadi penurunan produksi sebesar 
0,52%.  
 
 
Keterangan : 
Angka cetak miring  = koefisien jalur 
       = pola pengaruh nyata 
           = pola pengaruh tidak 
nyata 
Gambar 3. Pola Pengaruh Peubah  
Diagram Jalur di Wilayah Timur Indonesia 
 
Di wilayah timur, rata-rata pe-
ningkatan produksi padi lebih rendah 
dibandingkan wilayah barat yaitu se-
besar 2,46% dan dari 17 (tujuh belas) 
provinsi yang dikelompokkan di wila-
yah timur, 7 (tujuh) diantaranya me-
rupakan provinsi dengan peningkatan 
produksi padi di atas rata-rata wilayah. 
Papua merupakan provinsi dengan pe-
ningkatan produksi tertinggi sebesar 
29,14% dan penurunan produksi ter-
tinggi di wilayah timur terjadi di Ka-
limantan Utara yang mencapai 
25,58%. Provinsi lain di wilayah timur 
yang menunjukkan prestasi yaitu Kali-
mantan Barat sebesar 15,51% dan Su-
*sig α=1% 
***sig α=10% 
X Y1 
Y3 
Y2 
Y4 
0,602* 
0,482* 
-0,911* 
0,735* 
-0,514* 
0,258*** 
0,14
0 
*sig α=1% 
***sig α=10% 
X Y1 
Y3 
Y4 
0,814* 
0,703* 0,525*** 
Y2 
 0.256 
-0,187 
-0,292 
0,167 
JIEP-Vol. 18, No 1, Maret 2018 
ISSN (P) 1412-2200   E-ISSN 2548-1851 
22 
 
lawesi Barat dengan peningkatan se-
besar 19,79%. Kecuali Kalimantan 
Barat, provinsi di wilayah timur de-
ngan peningkatan produksi tinggi jus-
tru bukan merupakan daerah potensi 
usahatani padi, namun daerah tersebut 
mampu menunjukkan prestasi mem-
banggakan.  
Pada sisi kemiskinan perdesaan, 
wilayah barat menunjukkan penurunan 
sebesar 0,04% dari prosentase kemis-
kinan perdesaan sebesar 11,88% tahun 
2015 turun menjadi 11,84% pada ta-
hun 2016. Kemiskinan perdesaan ter-
tinggi wilayah barat pada tahun 2016 
berada di provinsi Aceh yang men-
capai 18,8% sedangkan yang terendah 
berada di Bali sebesar 5,21%. Riau 
merupakan provinsi di wilayah barat 
yang mampu menurunkan kemiskinan 
perdesaan paling besar yaitu sebesar 
1,44%, sedangkan di  Sumatera Barat 
kemiskinan perdesaan justru mening-
kat hingga mencapai 0,92% diban-
dingkan tahun 2015. Sementara itu 
penurunan kemiskinan perdesaan di 
wilayah timur menunjukkan angka 
yang lebih baik dibandingkan wilayah 
barat yaitu sebesar 0,26%. Kemiskin-
an perdesaan tertinggi pada tahun 
2016 berada di Papua Barat sebesar 
37,94% dan terendah berada di Kali-
mantan Selatan sebesar 5,37%. Pro-
vinsi dengan penurunan kemiskinan 
tertinggi berada di Sulawesi Utara 
yang turun mencapai 1,28%. 
Alokasi dana program pada ta-
hun 2015 di wilayah barat mendapat-
kan alokasi sebesar 55% dari total a-
nggaran. Akan tetapi alokasi anggaran 
tersebut menurun di tahun 2016 de-
ngan alokasi yang hanya sebesar 47%. 
Peningkatan alokasi anggaran yang 
melonjak tajam tampak di wilayah Ti-
mur Indonesia yang pada tahun 2015 
mendapatkan porsi anggaran sebesar 
45%, kemudian terjadi peningkatan 
alokasi anggaran di tahun 2016 hingga 
sebesar 53% dari total anggaran yang 
tersedia.  
Pengaruh Langsung Dana UPSUS 
Peningkatan Produksi Padi terha-
dap Produksi Padi 
Hasil uji hipotesis menunjukkan 
bahwa Dana UPSUS Peningkatan Pro-
duksi Padi terbukti berkontribusi posi-
tif bagi peningkatan produksi padi ba-
ik di wilayah barat maupun timur In-
donesia. Hal ini tentu saja sejalan de-
ngan tujuan program yang telah digu-
lirkan oleh pemerintah melalui Ke-
menterian Pertanian. Meningkatnya 
produksi padi, diharapkan dapat me-
wujudkan Indonesia yang swasembada 
beras, yang mampu memenuhi kebu-
tuhan dalam negeri bahkan mampu 
mengekspor beras di tahun-tahun 
mendatang. Selain itu, melalui pening-
katan produksi padi diharapkan mam-
pu meningkatkan pendapatan petani 
yang pada akhirnya dapat menurunkan 
tingkat kemiskinan terutama di per-
desaan.  
Dana program yang terbukti me-
miliki pengaruh terhadap produksi pa-
di menunjukkan bahwa pengeluaran 
pemerintah di bidang pertanian sangat 
penting terhadap produksi pertanian. 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
yang telah dilakukan Adofu, Abula, & 
Agama (2012) yang menunjukkan 
bahwa alokasi anggaran untuk sektor 
pertanian memiliki hubungan positif 
dengan total produksi pertanian. Hasil 
serupa juga ditunjukkan Fan, Hazell, 
& Thorat (2000) dan Xu & Zhang 
(2011) dimana pengeluaran pemerin-
tah di bidang pertanian berkontribusi 
menghasilkan pertumbuhan produkti-
vitas pertanian yang lebih tinggi.  
Hasil dari program yang secara 
nyata mampu mendongkrak produksi 
padi nasional merupakan langkah awal 
yang sangat tepat yang telah dilakukan 
pemerintah. Keseriusan pemerintah 
dalam menggenjot produksi pangan 
terutama padi didasarkan pada peran 
komoditas padi dalam kaitan lang-
sungnya dengan fluktuasi harga. Hal 
inilah yang menjadikan padi merupa-
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kan komoditas krusial yang harus di-
jaga suplainya, sehingga peningkatan 
produksi padi merupakan hal mende-
sak yang harus dilakukan pemerintah. 
Pengaruh Langsung Produksi Padi 
terhadap Kesejahteraan Petani 
Hasil analisis pengaruh produksi 
padi terhadap kesejahteraan petani me-
nunjukkan hasil yang sama-sama tidak 
berpengaruh baik di wilayah barat 
maupun timur Indonesia. Kondisi ini 
berbeda dengan Jayadi (2012) yang 
menunjukkan peningkatan output sek-
tor pertanian menyebabkan kesejahte-
raan petani menjadi lebih tinggi. Hal 
serupa juga telah dibuktikan Wahed 
(2015) yang menyimpulkan bahwa 
produksi usahatani berhubungan posi-
tif terhadap kesejahteraan petani yang 
diproksi melalui NTP.  
Kondisi tidak adanya pengaruh 
produksi padi terhadap kesejahteraan 
petani baik di wilayah barat maupun 
timur dapat terjadi karena hal-hal 
berikut ini : 
1) Ketika produksi padi tinggi, tanpa 
diikuti dengan penurunan biaya 
produksi tidak akan berpengaruh 
besar terhadap pendapatan petani. 
Menurut Susilowati & Maulana 
(2011), peningkatan efisiensi de-
ngan penggunaan input produksi 
yang lebih rasional merupakan hal 
sangat penting dalam peningkatan 
produksi karena penekanan biaya 
produksi dapat meningkatkan 
pendapatan usahatani. Aplikasi 
pupuk berlebihan merupakan sa-
lah satu penyebab biaya produksi 
meningkat. Penggunaan urea mi-
salnya, menurut Herman dalam  
Susila (2010) sebagian petani me-
nggunakan sebanyak 400-600 
kg/ha, padahal takaran anjuran 
hanya 200-250 kg/ha. Selain me-
nyebabkan tidak efisiennya peng-
gunaan input produksi, juga dapat 
menurunkan kualitas fisik, kimia, 
dan biologi tanah. Sementara itu 
Burhan, Suman, Pudjiharjo, & So-
etjipto (2011) menunjukkan bah-
wa petani tetap membeli pupuk 
meskipun terjadi peningkatan har-
ga pupuk bersubsidi di atas Harga 
Eceran Tertinggi (HET). Kondisi 
tersebut tentu menyebabkan biaya 
produksi yang semakin meningkat 
sehingga pendapatan petani me-
nurun dan tidak mampu mencapai 
kesejahteraannya. 
2) Produksi tinggi tanpa diikuti ran-
tai distribusi yang efektif belum 
mampu mendorong meningkatnya 
kesejahteraan petani. Semakin 
panjang rantai distribusi, maka se-
makin tinggi harga produk ketika 
sampai di tangan konsumen, sehi-
ngga harga pasar akan meningkat 
yang memacu inflasi. Inflasi me-
nyebabkan pendapatan yang dite-
rima petani lebih kecil dari penge-
luarannya, sehingga kesejahteraan 
petani belum dapat dicapai. Jalur 
distribusi utama komoditas perta-
nian cenderung lebih panjang de-
ngan melibatkan pedagang pengu-
mpul/ tengkulak, pedagang besar, 
dan pedagang pengecer (Prasto-
wo, Yanuarti, & Depari, 2008). 
3) Panjangnya rantai distribusi me-
nyebabkan peningkatan disparitas 
harga gabah dan beras. Menurut 
Prastowo, Yanuarti, & Depari 
(2008), dalam rantai distribusi 
distribusi produk pertanian, u-
mumnya pedagang pengecer men-
dapatkan marjin keuntungan ter-
besar, diikuti pedagang besar dan 
pedagang pengumpul. Disparitas 
harga yang lebar antara harga pe-
tani dan harga konsumen mengin-
dikasikan bahwa nilai tambah pe-
ngolahan dan perdagangan beras 
tidak dinikmati petani dan kon-
sumen. Kesenjangan harga yang 
semakin lebar menunjukkan bah-
wa harga yang diterima petani 
cenderung menurun, namun harga 
yang diterima pedagang justru 
meningkat sehingga petani tidak 
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mampu mencapai kesejahteraan-
nya. Hal ini didukung Ponto, Ku-
menaung, & Wauran (2015) bah-
wa untuk meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat di sektor per-
tanian dilakukan dengan mening-
katkan harga yang diterima atas 
produk yang dihasilkan. 
Pengaruh Langsung Produksi Padi 
terhadap PDRB Subsektor Tana-
man Pangan 
Produksi padi di kedua wilayah 
menunjukkan hasil yang sama, yaitu 
mampu membawa kecenderungan me-
ningkatnya PDRB subsektor tanaman 
pangan. Peningkatan tersebut akibat 
meningkatnya volume produksi ba-
rang dan jasa pada subsektor tanaman 
pangan dalam perekonomian. Sebagai 
komoditas penghasil bahan pangan 
pokok masyarakat Indonesia, produksi 
padi dominan dibandingkan tanaman 
pangan lainnya. Sebanyak 62% pro-
duksi tanaman pangan di Indonesia 
merupakan produksi komoditas padi. 
Dengan tingkat produksi yang paling 
tinggi dibandingkan tanaman pangan 
lainnya, komoditas padi mampu ber-
kontribusi dalam peningkatan PDRB 
subsektor tanaman pangan baik di wi-
layah barat maupun timur. Hasil pene-
litian sejalan dengan Oyakhilomen & 
Zibah (2014) dimana produksi perta-
nian memiliki hubungan positif terha-
dap pertumbuhan ekonomi yang di-
proksi dari Produk Domestik Bruto. 
Pengaruh Langsung Produksi Padi 
terhadap Kemiskinan Perdesaan 
Studi yang pernah dilakukan 
Khan & Shah (2012) menunjukkan pe-
ningkatan produktivitas diiringi de-
ngan peningkatan produksi pertanian 
dapat mengentaskan kemiskinan mela-
lui peningkatan pendapatan sebagai 
akibat peningkatan produktivitas dan 
produksi pertanian. Menurut Tambu-
nan (2009) pertumbuhan output (pro-
duktivitas) dan kenaikan tingkat upah 
merupakan jalur utama dimana kinerja 
pertanian dapat mempengaruhi kemis-
kinan. Namun demikian hasil peneliti-
an ini sedikit berbeda dengan pene-
litian terdahulu. Di wilayah timur, pro-
duksi padi berpengaruh nyata terhadap 
kemiskinan di perdesaan, dimana 
peningkatan produksi padi memiliki 
kecenderungan menurunnya kemiskin-
an perdesaan. Akan tetapi, di wilayah 
barat menampakkan hal yang berbeda, 
yaitu tidak tampaknya pengaruh pro-
duksi padi terhadap kemiskinan per-
desaan.  
Tidak adanya pengaruh produksi 
padi terhadap kemiskinan perdesaan di 
wilayah barat disebabkan hal-hal seba-
gai berikut : 
1) Struktur perekonomian di wilayah 
barat mulai mengalami perubahan 
dimana sektor pertanian secara 
perlahan semakin menurun peran-
nya dalam perekonomian. Hal ini 
tampak dari rasio tenaga kerja 
pada sektor pertanian. Meskipun 
tenaga kerja pada sektor pertanian 
masih dominan di wilayah barat 
(29,34%), namun bila dibanding-
kan dengan wilayah timur 
(42,01%), nilai rasionya jauh le-
bih kecil. Hal tersebut sebagai 
akibat meningkatnya jumlah pen-
duduk yang sangat pesat, terutama 
di Jawa sehingga kebutuhan akan 
permukiman juga meningkat. Si-
tuasi ini menyebabkan tingginya 
lahan pertanian yang beralih fung-
si kemudian memacu turunnya ju-
mlah penduduk yang bekerja di 
sektor pertanian. Penduduk yang 
memilih tetap bertahan di sektor 
pertanian terutama tanaman pa-
ngan pun hanya mampu bertahan 
hidup dari usahatani lahannya 
yang sempit sebagai akibat buda-
ya waris lahan dengan pendapatan 
yang pas-pasan, sehingga pening-
katan produksi padi di wilayah ini 
tidak berpengaruh terhadap ke-
miskinan perdesaan. 
2) Peningkatan produksi padi tidak 
diikuti menurunnya harga beras. 
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Hal ini tampak pada saat panen 
raya yang biasanya terjadi pada 
bulan Maret, tidak mendorong 
menurunnya harga beras, sedang-
kan harga gabah di tingkat petani 
justru mengalami penurunan. Ber-
dasar data BPS, peningkatan ke-
senjangan (disparitas) harga di 
tingkat petani dan di tingkat pe-
dagang besar menunjukkan angka 
tertinggi pada bulan Maret, dima-
na peningkatan kesenjangan yang 
paling tinggi sebesar 11,02% pada 
Maret 2015 dan 7,01% pada 
Maret 2016. Semakin tinggi pe-
ningkatannya mengindikasikan 
bahwa peningkatan harga tidak di-
ikuti peningkatan pendapatan pe-
tani, sehingga produksi yang me-
ningkat tidak berpengaruh ter-
hadap kemiskinan perdesaan.  
Sementara itu pembangunan 
yang ada di wilayah timur tidak sep-
esat wilayah barat. Meskipun jumlah 
penduduk yang bekerja di bidang per-
tanian lebih kecil dibandingkan wila-
yah barat, namun struktur perekono-
mian wilayah ini masih bertumpu pada 
sektor pertanian yang dibuktikan de-
ngan dominasi rasio tenaga kerja pada 
sektor pertanian yang lebih dari 40%. 
Hal tersebut menunjukkan hampir 
setengah dari tenaga kerja di wilayah 
ini menggantungkan hidupnya pada 
sektor pertanian. Dukungan lahan per-
tanian yang masih luas, peranan sektor 
industri pengolahan masih tergolong 
kecil dan belum berkembang pesat di 
wilayah ini sehingga peran dominan 
pada sektor pertanian menyebabkan 
kondisi dimana ketika produksi padi 
meningkat, hal tersebut mampu me-
macu menurunnya kemiskinan perde-
saan di wilayah ini. 
Pengaruh Langsung Dana UPSUS 
Peningkatan Produksi Padi terha-
dap Kemiskinan Perdesaan 
Anggaran UPSUS Peningkatan 
Produksi Padi tidak berpengaruh nyata 
terhadap kemiskinan perdesaan di wi-
layah barat mengindikasikan dana pro-
gram belum mampu menjadi stimulus 
dalam menurunkan tingkat kemiskinan 
perdesaan di wilayah barat. Hal terse-
but disebabkan anggaran program ma-
sih sangat kecil. Pada tahun 2015 ang-
garan program yang dikeluarkan pe-
merintah hanya 0,93% dari PDRB 
subsektor tanaman pangan wilayah ini, 
yang kemudian meningkat menjadi 
1,93% pada 2016. Di sisi lain dengan 
tingkat kemiskinan perdesaan di wila-
yah barat yang berada di kisaran 11% 
memerlukan usaha ekstra keras dan 
anggaran yang tidak sedikit untuk me-
ngatasi kemiskinan perdesaan di wila-
yah barat. Meskipun anggaran prog-
ram belum mampu berpengaruh terha-
dap kemiskinan perdesaan, namun 
perhatian pemerintah pada sektor per-
tanian utamanya komoditas padi sa-
ngat besar yang ditunjukkan melalui 
peningkatan anggaran untuk program 
ini yang telah ditingkatkan hingga 
116% pada tahun 2016. 
Sementara dana program di 
wilayah timur menunjukkan pengaruh 
secara langsung terhadap tingkat ke-
miskinan perdesaan, namun hubung-
annya positif, yang mengindikasikan 
bahwa peningkatan dana program me-
macu peningkatan kemiskinan perde-
saan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil 
studi Udofia & Essang (2015) maupun 
Labintan (2010) yang menunjukkan 
pengeluaran di sektor pertanian akan 
meningkatkan output pertanian dan 
pada gilirannya akan mengurangi ke-
miskinan. 
Meskipun anggaran program di 
wilayah timur mengalami peningkatan 
yang sangat besar, yaitu 2,63% dari 
PDRB subsektor tanaman pangan pa-
da tahun 2015 kemudian meningkat 
menjadi 7,66% di tahun 2016, namun 
pengaruhnya justru meningkatkan ke-
miskinan perdesaan. Situasi ini me-
nunjukkan fakta belum adanya  keber-
pihakan pemerintah terhadap petani 
yang terlihat dari rendahnya Harga 
JIEP-Vol. 18, No 1, Maret 2018 
ISSN (P) 1412-2200   E-ISSN 2548-1851 
26 
 
Pembelian Pemerintah (HPP) gabah 
dan beras yang ditetapkan pemerintah 
dibandingkan harga pasar. Terjadi ke-
cenderungan petani dipacu untuk 
mampu meningkatkan produksi padi-
nya dalam menopang kebutuhan beras 
nasional, namun di sisi lain harga jual 
masih dibiarkan rendah. HPP hanya 
melindungi petani agar harga tidak se-
makin merosot pada saat harga pasar 
rendah, namun belum mampu mening-
katkan kesejahteraan petani sehingga 
kemiskinan masih cenderung tinggi.  
 
Tabel 3. Perbandingan Harga GKP, GKG dan 
Beras di tingkat Petani, Penggilingan dan 
Bulog 
Uraian Harga (Rp) 
2015 2016 
GKP tingk. petani 
HPP GKP Bulog 
GKG tingk. penggilingan 
HPP GKG Bulog 
Beras tingk. penggilingan 
HPP Beras Bulog 
4.694 
3.700 
5.377 
4.600 
9.059 
7.300 
4.617 
3.700 
5.566 
4.600 
9.107 
7.300 
Ket : - harga rata-rata 
- GKP (Gabah Kering Panen) 
- GKG (Gabah Kering Giling) 
Sumber : BPS (diolah) 
 
Bulog yang berperan menyerap 
gabah produksi petani hanya mampu 
membeli sesuai HPP yang telah di-
tetapkan padahal harga gabah di pa-
saran jauh berada di atas harga HPP 
(seperti tampak pada tabel 3). Hal ini 
menyebabkan petani enggan menjual 
gabahnya ke Bulog. Selain rendahnya 
harga, rumitnya prosedur serapan ga-
bah oleh Bulog juga mendorong petani 
lebih memilih menjual hasil panennya 
ke tengkulak (Arjayanti, 2010). 
Pengaruh Langsung Kesejahteraan 
Petani terhadap Kemiskinan Per-
desaan 
NTP sebagai proksi kesejah-
teraan petani dan hubungan dengan 
kemiskinan perdesaan menunjukkan 
situasi yang berbeda pada kedua wi-
layah. Di wilayah barat, kesejahteraan 
petani tidak menampakkan pengaruh-
nya terhadap kemiskinan perdesaan. 
Sedangkan di wilayah timur menun-
jukkan hal sebaliknya, dimana me-
ningkatnya kesejahteraan petani me-
nyebabkan kecenderungan menurun-
nya tingkat kemiskinan perdesaan. Be-
lum nampaknya pengaruh kesejahtera-
an petani terhadap kemiskinan per-
desaan di wilayah barat disebabkan 
NTP tidak dapat mempengaruhi ting-
kat kemiskinan dalam jangka pendek. 
Kondisi ini disebabkan wilayah barat 
merupakan wilayah yang mulai me-
ngalami pergeseran struktur perekono-
mian. Secara perlahan namun pasti, 
sektor pertanian yang dulu merupakan 
tulang punggung perekonomian, saat 
ini mulai tergeser dan digantikan sek-
tor industri. Hal ini sejalan dengan te-
muan Jayadi (2012) yang menunjuk-
kan bahwa pada provinsi dengan basis 
non pertanian terbukti bahwa indeks 
NTP tidak mempengaruhi tingkat ke-
miskinan dalam jangka pendek. 
Menurunnya peran sektor perta-
nian di wilayah barat sebagai akibat 
pesatnya pembangunan ditambah de-
ngan peningkatan penduduk dalam 
jumlah besar, menyebabkan lahan per-
tanian semakin menurun dan beralih 
fungsi. Banyak pemilik lahan yang 
terpaksa menjual lahannya karena ke-
butuhan ekonomi, dan kemudian be-
ralih bekerja pada sektor industri, 
yang diyakini mampu meningkatkan 
taraf hidupnya. Hal tersebut didukung 
data BPS yang menunjukkan bahwa di 
wilayah barat pada 2013 rumah tangga 
yang menjual lahannya dengan kebu-
tuhan ekonomi sebagai alasan utama-
nya tercatat sebanyak 66%.   
Semakin menurunnya kontribusi 
sektor pertanian dalam perekonomian 
menyebabkan penduduk miskin perde-
saan sulit keluar dari lingkaran kemis-
kinan. Penduduk yang tetap bertahan 
di sektor pertanian terutama di perde-
saan semakin terdesak. Mereka tidak 
mampu beralih pekerjaan karena ke-
terbatasan pendidikan dan ketram-
pilan. Ketrampilan yang mereka miliki 
hanya ketrampilan pada sektor perta-
JIEP-Vol. 18, No 1, Maret 2018 
ISSN (P) 1412-2200   E-ISSN 2548-1851 
27 
 
nian, sehingga mau tidak mau mereka 
tetap bertahan hidup dari hasil mata 
pencaharian di bidang pertanian yang 
menggantungkan hidupnya dari hasil 
usahataninya. Bagi yang tidak memili-
ki lahan, mereka harus puas dengan 
pendapatan sebagai buruh tani dengan 
upah sangat minim. Minimnya upah 
yang mereka terima tampak dari pen-
dapatan buruh pada sektor pertanian 
yang jauh lebih kecil dibandingkan 
sektor lain. Sensus pertanian BPS 
2013 menunjukkan total pendapatan 
pekerja sektor pertanian dalam seta-
hun hanya 40% dari total pendapatan 
yang diterima pekerja di luar sektor 
pertanian. 
Pengaruh Langsung PDRB Subsek-
tor Tanaman Pangan terhadap Ke-
miskinan Perdesaan 
Pengaruh PDRB sebsektor tana-
man pangan menunjukkan pengaruh 
nyata terhadap kemiskinan perdesaan 
baik di wilayah barat maupun timur, 
namun hasilnya menunjukkan hubung-
an yang positif antara kedua variabel 
tersebut. Hal ini bertentangan dengan 
Tambunan (2009) yang menunjukkan 
bahwa pertumbuhan output di sektor 
pertanian berdampak lebih besar pada 
perubahan kemiskinan bila dibanding-
kan dengan sektor manufaktur. Hal se-
rupa juga ditunjukkan Suryahadi, Sur-
yadarma, & Sumarto (2006) bahwa 
pertumbuhan sektor pertanian perdesa-
an dapat mengurangi kemiskinan di 
kalangan penduduk yang bekerja di 
sektor pertanian perdesaan, sehingga 
sangat diperlukan percepatan pertum-
buhan pada sektor tersebut. Ponto, Ku-
menaung, & Wauran, (2015) menun-
jukkan bahwa PDB pertanian berkon-
tribusi dominan terhadap pengentasan 
kemiskinan. 
Meningkatnya PDRB subsektor 
tanaman pangan yang justru memiliki 
kecenderungan meningkatkan kemis-
kinan perdesaan menunjukkan bahwa 
nilai tambah produk pertanian tidak 
dinikmati oleh petani. Hal tersebut se-
jalan dengan Harsono (2009) yang 
menyatakan bahwa kemiskinan yang 
dialami petani disebabkan ketidak-
mampuan petani untuk memperoleh 
nilai tambah atas produk yang di-
hasilkannya, karena nilai tambah dari 
pertanian diambil pengusaha dan du-
nia industri. Petani yang menjual hasil 
panen secara langsung di sawah, tidak 
dapat ikut menikmati nilai tambah 
yang dihasilkan dari perdagangan ga-
bah dan beras (Sobichin, 2012). Hal 
tersebut didukung. Supriatna (2003) 
menunjukkan bahwa 95% petani di 
Sumatera Utara menjual langsung ga-
bah setelah panen dalam bentuk gabah 
kering panen (GKP), dan sisanya 
menjual setelah penyimpanan dalam 
bentuk gabah kering simpan (GKS). 
Hal serupa ditunjukkan Masniadi, Su-
man, & Sasongko (2012) bahwa pada 
umumnya hasil panen petani langsung 
dibeli oleh pembeli dengan langsung 
menjemput ke sawah petani. 
Pada sektor pertanian, jumlah 
pekerja yang tidak dibayar juga  me-
nunjukkan kontribusi yang tinggi bila 
dibandingkan sektor lainnya. Pada ta-
hun 2016, data BPS menunjukkan 
bahwa sekitar 40% tenaga kerja pada 
sektor pertanian merupakan pekerja 
yang tidak dibayar. Dengan kondisi 
seperti itu, dapat dipastikan adanya 
peningkatan PDRB tidak dapat dinik-
mati masyarakat perdesaan yang me-
nggantungkan hidupnya pada sektor 
pertanian, terutama bagi mereka yang 
berperan sebagai tenaga kerja yang ti-
dak dibayar, karena berapapun tingkat 
barang dan jasa yang dihasilkan, 
mereka tidak menerima penghasilan 
sebagai hasil jerih payahnya.   
Pengaruh Tidak Langsung Dana 
UPSUS Peningkatan Produksi Padi 
terhadap Kemiskinan Perdesaan 
melalui Produksi Padi 
Produksi padi dalam penelitian 
ini berperan sebagai perantara untuk 
melihat kontribusi dana program ter-
hadap tingkat kemiskinan perdesaan. 
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Temuan penelitian menunjukkan bah-
wa dana program berkontribusi pada 
penurunan tingkat kemiskinan perde-
saan di wilayah timur.  Berbeda de-
ngan wilayah timur, ternyata peneliti-
an menunjukkan hasil bahwa di wila-
yah barat, dana program tidak memi-
liki pengaruh terhadap penurunan ke-
miskinan perdesaan meskipun dana 
program berpengaruh secara positif 
terhadap produksi padi. 
Hal ini mengindikasikan bahwa 
di wilayah barat, dana program mela-
lui media perantara produksi padi be-
lum mampu berperan sebagai faktor 
yang dapat menurunkan kemiskinan. 
Fakta tersebut disebabkan struktur pe-
rekonomian di wilayah barat mulai 
mengalami perubahan dimana sektor 
pertanian secara perlahan semakin me-
nurun perannya dalam perekonomian. 
Peningkatan penduduk yang pesat, te-
rutama di Jawa menyebabkan tinggi-
nya lahan pertanian yang beralih fung-
si kemudian memacu turunnya jumlah 
penduduk yang bekerja di sektor per-
tanian. Penduduk yang memilih tetap 
bertahan di sektor pertanian hidup de-
ngan pendapatan yang pas-pasan ka-
rena sempitnya lahan yang mereka 
miliki dan menyebabkan peningkatan 
produksi padi di wilayah ini tidak 
berpengaruh terhadap kemiskinan per-
desaan. 
Sementara itu, peningkatan dana 
program di wilayah timur menyebab-
kan kecenderungan terjadinya pening-
katan produksi padi yang kemudian 
memberikan pengaruh juga terhadap 
menurunnya tingkat kemiskinan per-
desaan. Hal ini mengindikasikan bah-
wa dana program tidak serta merta 
mampu mempengaruhi penurunan 
tingkat kemiskinan di perdesaan, na-
mun harus melalui produksi padi se-
bagai media perantaranya. Artinya pe-
ngeluaran pemerintah melalui program 
ini, mampu mendorong produksi padi 
wilayah timur, kemudian dengan me-
ningkatnya produksi padi terbukti 
mampu mengurangi tingkat kemiski-
nan perdesaan di wilayah ini. Meski-
pun wilayah timur bukan merupakan 
lumbung padi nasional, namun wila-
yah ini mampu menunjukkan perfor-
ma yang lebih baik dibandingkan wi-
layah barat. Perekonomian di wilayah 
timur yang masih bertumpu pada sek-
tor pertanian yang dibuktikan dari te-
naga kerja sektor pertanian yang 
memiliki rasio sebesar 42% jauh lebih 
besar bila dibandingkan wilayah barat 
yang hanya sebesar 29%. Hal inilah 
yang menyebabkan dana program ber-
pengaruh terhadap peningkatan pro-
duksi padi dan mampu menurunkan 
tingkat kemiskinan perdesaan di wila-
yah timur. 
Pengaruh Tidak Langsung Dana 
UPSUS Peningkatan Produksi Padi 
terhadap Kemiskinan Perdesaan 
melalui Produksi Padi dan Kesejah-
teraan Petani 
Pengaruh dana program terha-
dap kemiskinan perdesaan melalui 
produksi dan kesejahteraan petani ti-
dak terbukti nyata baik di wilayah ba-
rat maupun timur Indonesia. Produksi 
padi yang meningkat, belum mampu 
mempengaruhi kesejahteraan petani. 
Kesejahteraan petani belum mampu 
meningkat hanya dari peningkatan 
produksi pertanian yang mereka hasil-
kan, namun faktor harga produk yang 
dijual petani juga ikut menentukan. 
Peningkatan produksi menyebabkan 
harga produk pertanian turun yang 
berakibat pula pada turunnya penda-
patan yang diterima petani. Hal ini 
menjadi penyebab belum tercapainya 
kesejahteraan petani. Untuk itu, perlu 
peran pemerintah melalui mekanisme 
harga, karena tanpa adanya campur 
tangan pemerintah, pembentukan har-
ga komoditas pertanian ditentukan 
oleh mekanisme pasar yang sebenar-
nya telah terdistorsi. Harga yang ren-
dah menyebabkan surplus konsumen 
lebih besar dibandingkan surplus pro-
dusen yang diterima petani. Dengan 
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karakter produk pertanian yang bersi-
fat perishable (mudah rusak)  ditam-
bah pola distribusi yang panjang, ma-
ka akan sangat mustahil didapatkan 
harga yang terjangkau tanpa mengor-
bankan petani sebagai produsennya. 
Tidak nampaknya pengaruh ke-
sejahteraan petani terhadap kemiskin-
an perdesaan menunjukkan bahwa 
NTP belum dapat mempengaruhi ting-
kat kemiskinan dalam jangka pendek, 
terutama pada wilayah dengan pereko-
nomian yang bertumpu pada sektor 
non pertanian seperti halnya di wila-
yah barat. Hal ini sejalan dengan hasil 
temuan Jayadi (2012) yang menyata-
kan bahwa pada wilayah dengan basis 
non pertanian, NTP sebagai proksi ke-
sejahteraan petani tidak dapat mempe-
ngaruhi kemiskinan dalam jangka pen-
dek. Namun pada wilayah timur, di 
mana perekonomiannya masih ber-
tumpu pada sektor pertanian, tampak 
bahwa kesejahteraan petani mampu 
memacu penurunan kemiskinan per-
desaan. 
Pengaruh Tidak Langsung Dana 
UPSUS Peningkatan Produksi Padi 
terhadap Kemiskinan Perdesaan 
melalui Produksi Padi dan PDRB 
Subsektor Tanaman Pangan 
Dana program terbukti berpe-
ngaruh terhadap kemiskinan perdesaan 
melalui produksi padi dan PDRB sub-
sektor tanaman pangan baik di wila-
yah barat maupun timur. Pengaruh da-
na program terhadap produksi padi, 
pengaruh produksi padi terhadap 
PDRB subsektor tanaman pangan ser-
ta pengaruh PDRB subsektor tanaman 
pangan terhadap kemiskinan perdesa-
an semuanya menunjukkan koefisien 
positif. Dari ketiga pengaruh tersebut, 
hanya pengaruh PDRB subsektor ta-
naman pangan yang tidak sesuai teori 
dan hasil penelitian terdahulu. Secara 
ideal, meningkatnya PDRB subsektor 
tanaman pangan seharusnya dapat me-
nurunkan tingkat kemiskinan di per-
desaan. Situasi ini menunjukkan bah-
wa petani belum dapat memberikan 
nilai tambah atas produk yang dihasil-
kannya. Nilai tambah terbesar pada 
produk pertanian berada pada proses 
pasca panen yang ironinya kedua ke-
giatan tersebut justru tidak mampu di-
lakukan petani sehingga proses terse-
but seringkali dilakukan oleh pihak la-
in. Hal ini menyebabkan petani bu-
kanlah pihak yang menikmati pening-
katan PDRB sebagai akibat mening-
katnya nilai tambah yang dihasilkan 
dan peningkatan PDRB justru mema-
cu peningkatan kemiskinan perdesaan. 
Kondisi tersebut didukung hasil studi 
Supriatna (2003) yang menunjukkan 
bahwa 95% petani di Sumatera Utara 
menjual langsung gabah setelah panen 
dalam bentuk Gabah Kering Panen 
(GKP), dan sisanya menjual setelah 
penyimpanan dalam bentuk Gabah 
Kering Simpan (GKS) karena petani 
tidak mempunyai sarana pengeringan 
dan penyimpanan yang memadai. 
 
5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, 
SARAN, DAN BATASAN 
Implikasi hasil temuan peneliti-
an menunjukkan bahwa di wilayah ba-
rat, peran pemerintah dalam menurun-
kan kemiskinan perdesaan melalui pe-
ngeluarannya perlu lebih difokuskan 
untuk meningkatkan produksi padi 
dan PDRB subsektor pertanian. Pro-
duksi padi di wilayah ini dapat di-
tingkatkan lagi melalui pengembangan 
inovasi teknologi namun perlu mem-
perhatikan aspek kelestarian lingkung-
an melalui penggunaan bahan kimia 
secara bijaksana sehingga tidak menu-
runkan kualitas fisik, kimia, dan bio-
logi tanah. Untuk itu peran penyuluh 
sangat penting dalam proses transfer 
inovasi teknologi yang mampu meng-
ubah perilaku petani dalam kegiatan 
usahataninya. 
Dalam hal peningkatan PDRB 
subsektor pertanian, pemerintah perlu 
mendorong penguasaan nilai tambah 
produk sehingga petani dapat melaku-
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kan proses pasca panen dan mampu 
menjual produknya dalam bentuk 
GKS atau bahkan beras. Nilai tambah 
yang dihasilkan petani akan mendo-
rong peningkatan pendapatan yang ke-
mudian mampu menurunkan tingkat 
kemiskinan perdesaan. Untuk itu pe-
ran pemerintah dapat dilakukan dalam 
bentuk bantuan sarana pengeringan 
maupun penyimpanan yang diberikan 
melalui kelompok tani dan kemudian 
didukung peningkatan pengetahuan 
petani tentang proses pasca panen 
yang tepat untuk meminimalkan ke-
hilangan hasil. 
Sementara itu pada wilayah ti-
mur, pengeluaran pemerintah di bi-
dang pertanian perlu lebih diutamakan 
untuk meningkatkan produksi padi. 
Dengan dukungan lahan pertanian ma-
sih banyak tersedia, wilayah timur ma-
sih memiliki potensi besar untuk dapat 
meningkatkan produksi padinya. Wil-
ayah daratan yang masih luas dan 
produktif menjadikan wilayah ini me-
miliki peluang besar menjadi tumpuan 
harapan sektor pertanian nasional. Po-
tensi Sumber Daya Alam (SDA) di 
wilayah timur belum dikembangkan 
secara optimal, padahal potensi terse-
but merupakan potensi yang sangat 
besar. Untuk itu, perlu dilakukan pem-
benahan infrastruktur lebih dulu seper-
ti jalan usahatani dan jaringan irigasi, 
karena faktor ini memegang peranan 
penting dalam meningkatkan produksi 
pertanian. Selain itu pengembangan 
inovasi teknologi mutlak diperlukan 
dalam meningkatkan produktivitas dan 
menekan biaya produksi. 
Pengaruh langsung dana pro-
gram terhadap kemiskinan secara nya-
ta terjadi di wilayah timur, sedangkan 
di wilayah barat dana program tidak 
terbukti berpengaruh terhadap kemi-
skinan perdesaan. Namun demikian 
pengaruh langsung di wilayah timur 
menunjukkan koefisien positif yang 
artinya peningkatan dana program  
memiliki kecenderungan meningkat-
kan kemiskinan di perdesaan.  
Pengaruh tidak langsung dana 
program terhadap kemiskinan perdesa-
an di wilayah barat dan timur memili-
ki pola yang sedikit berbeda. Di wila-
yah barat dana program berpengaruh 
tidak langsung terhadap kemiskinan 
perdesaan melalui produksi padi dan 
PDRB subsektor tanaman pangan. Se-
mentara itu di wilayah Timur, penga-
ruh tidak langsungnya memiliki dua 
pola yaitu pengaruh tidak langsung 
melalui produksi padi; dan pengaruh 
tidak langsung melalui produksi padi 
dan PDRB subsektor tanaman pangan. 
Pengaruh tidak langsung melalui pro-
duksi padi dan PDRB subsektor tana-
man pangan baik di wilayah barat 
maupun timur, menunjukkan nilai po-
sitif, hal ini juga berbeda dengan hasil 
penelitian terdahulu yang menunjuk-
kan bahwa PDRB pertanian berkontri-
busi dominan terhadap pengentasan 
kemiskinan.  
Program pemerintah dalam bi-
dang pertanian, hendaknya tidak ha-
nya memprioritaskan peningkatan pro-
duksi namun lebih kepada bagaimana 
program tersebut mampu meningkat-
kan kesejahteraan petani, dimana pe-
tani merupakan subyek yang kehidu-
pannya masih sangat memerlukan per-
hatian serius dari pemerintah. Adanya 
perhatian pemerintah terhadap kese-
jahteraan petani menunjukkan keber-
pihakan pemerintah terhadap kehidup-
an petani sebagai pihak yang berperan 
penting dalam menjaga kestabilan ke-
tersediaan beras nasional. Dalam me-
ningkatkan kesejahteraan petani, yang 
tidak kalah penting adalah memba-
ngun kapasitas sumberdaya manusia 
pada masyarakatnya secara kompre-
hensif dan penciptaan nilai tambah 
atas produk pertanian yang dihasilkan. 
Penelitian ini memiliki keter-
batasan, sehingga kedepannya perlu 
dilakukan pengembangan pada peneli-
tian berikutnya, yaitu pelaksanaan 
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UPSUS Peningkatan Produksi Padi 
sebagai bagian dari program UPSUS 
Peningkatan Produksi Padi, Jagung 
dan Kedelai (PAJALE) baru dimulai 
tahun 2015 dan akan selesai pada 
2017. Namun karena belum tersedia-
nya data 2017 maka periode tahun 
yang digunakan dalam penelitian ha-
nya 2015 dan 2016, sehingga perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut 
dengan periode tahun pelaksanaan 
program secara penuh dari tahun 2015 
hingga tahun 2017 untuk dapat me-
lihat pengaruh program ini terhadap 
kemiskinan perdesaan secara riil. 
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